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I.I. FILOSOFI DESENTRALISASI DAN OTDAFILOSOFI DESENTRALISASI DAN OTDA

1.1. KenapaKenapa PerluPerlu AdaAda PemerintahPemerintah ??
a.a. UntukUntuk menciptakanmenciptakan ““Law and OrderLaw and Order””

((ketentramanketentraman dandan ketertibanketertiban))
b.b. UntukUntuk menciptakanmenciptakan ““WelfareWelfare””

((KesejahteraanKesejahteraan))

2.2. KenapaKenapa PerluPerlu AdaAda PemerintahPemerintah Daerah ?Daerah ?
a.a. Wilayah Negara Wilayah Negara terlaluterlalu luasluas
b.b. MenciptakanMenciptakan kesejahteraankesejahteraan secarasecara 

demokratisdemokratis
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PRINSIP OTONOMIPRINSIP OTONOMI

TerdiriTerdiri
 

daridari
 

duadua
 

nilainilai
 

dasardasar
 

yakniyakni
 

::
NilaiNilai KesatuanKesatuan ((untukuntuk koridorkoridor NKRI)NKRI)
NilaiNilai OtonomiOtonomi ((ImplementasiImplementasi OTDA)OTDA)
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MENGAPA KITA MEMERLUKAN 
PEMERINTAH DAERAH ??

DEKONSENTRASI
(PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION)

FUNCTIONAL FIELD
ADMINISTRATION;
KANDEP/KANWIL

INTEGRATED/UNIFIED  FIELD
ADMINISTRATION;
KEPALA WILAYAH

PEMERINTAH PUSAT

POWER SHARING

1. OTONOMI MATERIIL
(ULTRA VIRES)

2.  OTONOMI FORMIL (GENERAL 
COMPETENCE)

DESENTRALISASI
(PEMERINTAH DAERAH)
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M P R D P R PRESIDEN

DAERAH
OTONOM

DESENTRALISASI

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR 
& INSTANSI 
VERTIKAL

DEKONSENTRASI

BADAN PENGELOLA 
BUMN, OTORITA,DLL

DELEGASI
(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)

LEMBAGA NEGARA 
LAINNYA

B P K M A M K

TUGAS 
PEMBANTUAN

PEMERINTAHAN 
DAERAH/ 

PEMERINTAHAN 
DESA 
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BEPEKA DPR PRESIDEN MPR MA

DAERAH
OTONOM

DESENTRALISASI

DESENTRALISASI URUSAN PEMERINTAHAN

INSTANSI 
VERTIKAL

DEKONSENTRASI

BADAN PENGELOLA, 
BUMN, OTORITA

DELEGASI
(DESENTRALISASI 

FUNGSIONAL)
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TUJUAN DESENTRALISASITUJUAN DESENTRALISASI

KEBIJAKAN

DESENTRALISASI
PEMERINTAH 
DAERAH

PELAYANAN 
PUBLIK

Akuntabel

Efektif

Efisien

Ekonomis

•Tujuan Politis

•Tujuan Kesejahteraan
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APA ITU OTONOMI LUAS ?

FILOSOFI PELAYANAN RAKYAT

OUTPUT

ISI OTONOMI

1.PUBLIC GOODS
2. PUBLIC REGULATIONS

1.PEMDA ADA KARENA 
ADA RAKYAT

2. RAKYAT MEMBERIKAN 
POLITICAL LEGITIMASI 
PADA WAKIL RAKYAT

1. PELAYANAN 
KEBUTUHAN POKOK

2. PELAYANAN 
PENGEMBANGAN 
SEKTOR UNGGULAN
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KEBIJAKAN DESENTRALISASI
DARI WAKTU KE WAKTU

UU 22 / 1999
desentralisasi dominan

UU 32/2004 

UU 5 / 1974
dekonsentrasi dominan

UU 18 / 1965
desentralisasi dominan

PENPRES 6 / 1959
dekonsentrasi dominan

UU 1 / 1957
desentralisasi dominan

UU 22 / 1948
desentralisasi dominan

UU 1 / 1945
dekonsentrasi dominan

DESENTRALISATIE WET 1903
dekonsentrasi dominan
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HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH 
SEBAGAI DAERAH OTONOMSEBAGAI DAERAH OTONOM

PEMERINTAH PUSAT

TERGANTUNG & SUBORDINASI

DAERAH OTONOM 
PROVINSI

DAERAH OTONOM 
KAB/KOTA
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GUBERNUR               
(WAKIL PEMERINTAH)

Pembinaan, 
Pengawasan, 

Supervisi,      
Monev

 Fasilitasi

Kab/Kota 
melaksanakan

 
Otda

PELAYANAN 
OPTIMAL

PERAN GUBERNUR 
SEBAGAI             

WAKIL PEMERINTAH



1212

II.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANII.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN 
((PENATAAN URUSAN)PENATAAN URUSAN)

FILOSOFI OTONOMI DAERAH:FILOSOFI OTONOMI DAERAH:

EKSISTENSI PEMDA ADALAH UNTUK MENCIPTAKAN EKSISTENSI PEMDA ADALAH UNTUK MENCIPTAKAN 
KESEJAHTERAAN SECARA DEMOKRATISKESEJAHTERAAN SECARA DEMOKRATIS
SETIAP KEWENANGAN YANG DISERAHKAN KE DAERAH HARUS SETIAP KEWENANGAN YANG DISERAHKAN KE DAERAH HARUS 
MAMPU MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN DAN DEMOKRASIMAMPU MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN DAN DEMOKRASI
KESEJAHTERAAN DICAPAI MELALUI PELAYANAN PUBLIKKESEJAHTERAAN DICAPAI MELALUI PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PUBLIK ADA YANG BERSIFAT PELAYANAN DASAR PELAYANAN PUBLIK ADA YANG BERSIFAT PELAYANAN DASAR 
(BASIC SERVICES) DAN ADA YANG BERSIFAT PENGEMBANGAN (BASIC SERVICES) DAN ADA YANG BERSIFAT PENGEMBANGAN 
SEKTOR UNGGULAN (CORE COMPETENCE)SEKTOR UNGGULAN (CORE COMPETENCE)
CORE COMPETENCE MERUPAKAN SINTHESIS DARI PDRB, CORE COMPETENCE MERUPAKAN SINTHESIS DARI PDRB, 
EMPLOYMENT DAN PEMANFAATAN LAHANEMPLOYMENT DAN PEMANFAATAN LAHAN
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ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN 

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT 
(Mutlak urusan Pusat)

CONCURRENT
(31 Urusan bersama

Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL
(Sektor Unggulan)
8 Urusan Pilihan

WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)
26 Urusan Wajib

SPM
(Standar Pelayanan Minimal)

1. Pertahanan

2. Keamanan

3. Moneter

4. Yustisi (Peradilan 
dan Kejaksaan)

5. Politik Luar Negeri

6. Agama

Contoh: kesehatan, 
pendidikan, lingkungan
hidup, pekerjaan umum, 
dan perhubungan

Contoh: pertanian, 
industri, perdagangan, 
pariwisata, kelautan dsb
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1.1. PendidikanPendidikan
2.2. KesehatanKesehatan
3.3. PekerjaanPekerjaan UmumUmum
4.4. PerumahanPerumahan
5.5. PenataanPenataan RuangRuang
6.6. PerencanaanPerencanaan PembangunanPembangunan
7.7. PerhubunganPerhubungan
8.8. LingkunganLingkungan HidupHidup
9.9. PertanahanPertanahan
10.10. KependudukanKependudukan dandan CatatanCatatan SipilSipil
11.11. PemberdayaanPemberdayaan PerempuanPerempuan dandan PerlindunganPerlindungan AnakAnak
12.12. KeluargaKeluarga BerencanaBerencana dandan KeluargaKeluarga SejahteraSejahtera
13.13. SosialSosial
14.14. TenagaTenaga KerjaKerja dandan TransmigrasiTransmigrasi
15.15. KoperasiKoperasi dandan UKMUKM
16.16. PenanamanPenanaman ModalModal
17.17. KebudayaanKebudayaan dandan PariwisataPariwisata
18.18. PemudaPemuda dandan OlahOlah RagaRaga
19.19. KesatuanKesatuan BangsaBangsa dandan PolitikPolitik DalamDalam NegeriNegeri
20.20. OtonomiOtonomi Daerah, Daerah, PemerintahanPemerintahan UmumUmum, , AdministrasiAdministrasi KeuanganKeuangan Daerah, Daerah, PerangkatPerangkat Daerah,  Daerah,  

KepegawaianKepegawaian dandan PersandianPersandian..
21.21. PemberdayaanPemberdayaan MasyarakatMasyarakat dandan DesaDesa
22.22. StatistikStatistik
23.23. ArsipArsip
24.24. PerpustakaanPerpustakaan
25.25. KomunikasiKomunikasi dandan InformatikaInformatika
26.26. PertanianPertanian dandan KetahananKetahanan PanganPangan
27.27. KehutananKehutanan
28.28. EnergiEnergi dandan SumberSumber DayaDaya MineralMineral
29.29. KelautanKelautan dandan PerikananPerikanan
30.30. PerdaganganPerdagangan
31.31. PerindustrianPerindustrian
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UrusanUrusan wajibwajib adalahadalah urusanurusan PemerintahanPemerintahan yangyang wajibwajib
diselenggarakandiselenggarakan oleholeh PemerintahanPemerintahan DaerahDaerah ProvinsiProvinsi, , 
KabupatenKabupaten dan dan KotaKota, , berkaitanberkaitan dengandengan pelayananpelayanan
dasardasar, , meliputimeliputi: : PendidikanPendidikan, KesehatanKesehatan, , KetahananKetahanan
PanganPangan, , LingkunganLingkungan HidupHidup, , PekerjaanPekerjaan UmumUmum, , PenataanPenataan
RuangRuang, , PerencanaanPerencanaan PembangunanPembangunan, , PerumahanPerumahan, , 
PemudaPemuda dan dan OlahragaOlahraga, , PenanamanPenanaman Modal, Modal, KoperasiKoperasi
dan UKM, dan UKM, KependudukanKependudukan dan Catatan dan Catatan SipilSipil, , TenagaTenaga
KerjaKerja, , PemberdayaanPemberdayaan PerempuanPerempuan dan dan PerlindunganPerlindungan
AnakAnak, , KeluargaKeluarga BerencanaBerencana dan dan KeluargaKeluarga SejahteraSejahtera, , 
PerhubunganPerhubungan,, KomunikasiKomunikasi dan dan InformatikaInformatika, , 
PertanahanPertanahan, , KesatuanKesatuan BangsaBangsa dan dan PolitikPolitik DalamDalam NegeriNegeri, , 
OtonomiOtonomi DaerahDaerah, , PemerintahanPemerintahan UmumUmum, , AdministrasiAdministrasi
KeuanganKeuangan DaerahDaerah, , PerangkatPerangkat DaerahDaerah KepegawaianKepegawaian, , 
PersandianPersandian, , PemberdayaanPemberdayaan MasyarakatMasyarakat dan dan DesaDesa, , 
SosialSosial, , KebudayaanKebudayaan, , StatistikStatistik, , ArsipArsip dan dan PerpustakaanPerpustakaan. . 
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Urusan pilihanUrusan pilihan adalah urusan adalah urusan 
pemerintahan yang secara nyata ada dan pemerintahan yang secara nyata ada dan 
berpotensi untuk meningkatkan berpotensi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 
kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan 
daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan 
ini meliputi Kelautan dan Perikanan, ini meliputi Kelautan dan Perikanan, 
Pertanian, Kehutanan, Energi dan Pertanian, Kehutanan, Energi dan 
Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Industri, Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Industri, 
Perdagangan, dan Transmigrasi.Perdagangan, dan Transmigrasi.
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DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN 
ANTAR TINGKAT PEMERINTAHANANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN

Kriteria
 

Distribusi
 

Urusan
 

Pemerintahan
 

Antar
 

Tingkat Pemerintahan
 

:

1.
 

Externalitas
 

(Spill-over)

Siapa
 

kena
 

dampak, mereka
 

yang berwenang
 

mengurus

2.
 

Akuntabilitas

Yang berwenang
 

mengurus
 

adalah
 

tingkatan
 

pemerintahan
 

yang 
paling dekat

 
dengan

 
dampak

 
tersebut

 
(sesuai

 
prinsip

 
demokrasi)

3.
 

Efisiensi

Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang 
efisien dan mencegah High Cost Economy
Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) 
pelayanan publik
Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan
(catchment area) yang optimal
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1.1. PusatPusat:: BerwenangBerwenang
 

membuatmembuat
 

normanorma--normanorma, , 
standarstandar, , prosedurprosedur, , MonevMonev, , supervisisupervisi, , fasilitasifasilitasi

 
dandan

 urusanurusan--urusanurusan
 

pemerintahanpemerintahan
 

bidangbidang
 

PendidikanPendidikan
 dengandengan

 
eksternalitaseksternalitas

 
NasionalNasional..

2.2. ProvinsiProvinsi:: BerwenangBerwenang
 

mengaturmengatur
 

dandan
 

mengurusmengurus
 urusanurusan--urusanurusan

 
pemerintahanpemerintahan

 
bidangbidang

 
PendidikanPendidikan

 dengandengan
 

eksternalitaseksternalitas
 

regional (regional (lintaslintas
 

KabKab/Kota)/Kota)
3.3. KabKab/Kota:/Kota: BerwenangBerwenang

 
mengaturmengatur

 
dandan

 
mengurusmengurus

 urusanurusan--urusanurusan
 

pemerintahanpemerintahan
 

bidangbidang
 

PendidikanPendidikan
 dengandengan

 
eksternalitaseksternalitas

 
lokallokal

 
((dalamdalam

 
satusatu

 
KabKab/Kota)/Kota)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN YANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN YANG 
DILAKSANAKAN OLEH MASINGDILAKSANAKAN OLEH MASING--MASING TINGKATAN MASING TINGKATAN 

PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIAPEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA
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HubunganHubungan
 

AntarAntar
 

TingkatanTingkatan
 

PemerintahanPemerintahan

1.1.
 

AdanyaAdanya
 

interkoneksiinterkoneksi
 

dandan
 

interdependensiinterdependensi
 

antarantar
 

tingkatantingkatan
 PemerintahanPemerintahan

 
dalamdalam

 
mengaturmengatur

 
dandan

 
mengurusmengurus

 urusannyaurusannya..

Ada
 

hubungan
 interrelasi

 
dan

 interdependensi

Contoh
 

1: 
Urusan

 
Pendidikan

 
Dasar

 
& SLTP Kab/Kota

Urusan
 

Pendidikan
 

Menengah
 

oleh
 

Provinsi

Urusan
 

Perguruan
 

Tinggi
 

oleh
 

Pemerintah
 

Pusat

Contoh
 

2: 
Jalan

 
Kab/Kota oleh

 
Pemkab/Kota

Jalan Prov oleh Pemprov

Jalan
 

negara
 

oleh
 

Pem. Pusat

Ada
 

hubungan
 interrelasi

 
dan

 interdependensi
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III. SUBSTANSI PP NO. 38 TAHUN 2007III. SUBSTANSI PP NO. 38 TAHUN 2007
TENTANG PEMBAGIAN URUSAN TENTANG PEMBAGIAN URUSAN 

PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAHAN ANTARA 
PEMERINTAHAN PUSAT, PEMERINTAHAN PUSAT, 

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 
PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTAPEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
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A. LATAR BELAKANG   A. LATAR BELAKANG   

PeraturanPeraturan PemerintahPemerintah iniini merupakanmerupakan 
peraturanperaturan pelaksanaanpelaksanaan daridari ketentuanketentuan Pasal Pasal 
14 ayat (3) UU No14 ayat (3) UU Nomormor 32 Tahun 2004.32 Tahun 2004.
PP PP 38/2007 38/2007 tentang pembagian urusan tentang pembagian urusan 
pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
PP PP 38/200738/2007 tentang pembagian urusan tentang pembagian urusan 
pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
sebagaisebagai penggantipengganti PP 25/2000 PP 25/2000 tentangtentang 
KewenanganKewenangan PemerintahPemerintah dandan ProvinsiProvinsi sebagaisebagai 
DaerahDaerah OtonomOtonom.. 
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B. FORMAT BATANG TUBUH PP B. FORMAT BATANG TUBUH PP 

PP 25/2000 PP 25/2000 PP 38/2007 PP 38/2007 

BAB BAB 5 BAB5 BAB 9 BAB 9 BAB 

PasalPasal 10 10 PasalPasal 23 23 PasalPasal

AyatAyat 12 12 AyatAyat 50 50 AyatAyat

LampiranLampiran 25 25 BidangBidang PusatPusat
20 20 BidangBidang ProvinsiProvinsi

LainnyaLainnya didi 
KabKab/Kota/Kota

31 31 BidangBidang UrusanUrusan 
PemerintahanPemerintahan antaraantara 

PemerintahPemerintah, , PemerintahanPemerintahan 
Daerah Daerah ProvinsiProvinsi dandan 

PemerintahanPemerintahan Daerah Daerah 
KabupatenKabupaten/Kota /Kota 
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C. SUBSTANSI PENGATURAN DALAM SETIAP BABC. SUBSTANSI PENGATURAN DALAM SETIAP BAB

BabBab I : I : Ketentuan UmumKetentuan Umum

Bab mengenai pengertian berbagai definisi yang 
digunakan dalam pengaturan pembagian urusan 
pemerintahan

BabBab II : II : UrusanUrusan PemerintahanPemerintahan

Bab yang berisi pengaturan mengenai :
• Jenis urusan pemerintahan, yang terdiri dari:

1. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 
wewenang Pemerintah (absolut)

2. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama 
(conkuren) antar tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) 
bidang urusan pemerintahan.
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Lanjutan…Lanjutan…

BabBab III : III : PembagianPembagian UrusanUrusan PemerintahanPemerintahan 
((KonkurenKonkuren))

• Dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni:
1. Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah
2. Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

kewenangan Pemerintahan Daerah

Pembagian urusan pemerintahan ini berdasarkan  
kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. 
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Lanjutan Bab III…Lanjutan Bab III…

• Mekanisme pembagian urusan pemerintahan 
dibagi dalam:
1. Bidang.
2. Sub Bidang.
3. Sub-Sub Bidang. 
4. Rincian lebih lanjut dari Sub-Sub Bidang diatur 

dengan Permen/Peraturan Kepala LPND 
setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam 
Negeri.
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UrusanUrusan PemerintahanPemerintahan yang yang MenjadiMenjadi KewenanganKewenangan 
PemerintahanPemerintahan DaerahDaerah

• Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. 

• Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang 
wajib diselenggarakan pemerintahan daerah yang 
berkaitan dengan pelayanan dasar.

• Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang 
secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan 
daerah yang bersangkutan dan ditetapkan oleh 
pemerintahan daerah.

Lanjutan Bab III…Lanjutan Bab III…
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• Urusan pemerintahan yang bersifat wajib 
meliputi: 
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Lingkungan hidup; 
4. Pekerjaan umum; 
5. Penataan ruang;
6. Perencanaan pembangunan; 
7. Perumahan;
8. Pemuda dan olahraga;
9. penanaman modal;
10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. Kependudukan dan catatan sipil;
12. Tenaga kerja;
13. Ketahanan pangan;

Lanjutan Bab III…Lanjutan Bab III…
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14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16. Perhubungan;
17. Komunikasi dan informatika;
18. Pertanahan;
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, 

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, 
kepegawaian, dan persandian;

21. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. Sosial;
23. Kebudayaan; 
24. Statistik; 
25. Arsip; 
26. Perpustakaan.

Lanjutan Bab III…Lanjutan Bab III…



2929

• Urusan pilihan meliputi:

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pertanian;
3. Kehutanan; 
4. Energi dan sumber daya mineral;
5. Pariwisata;
6. Perindustrian;
7. Perdagangan; dan 
8. Transmigrasi.

Lanjutan Bab III…Lanjutan Bab III…
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• Dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah berpedoman 
pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan 
Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. 

• Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan 
urusan wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh 
Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari APBD 
daerah yang bersangkutan. Hal ini adalah untuk mencegah 
agar daerah jangan mengabaikan pelayanan dasar yang 
menyangkut kebutuhan pokok masyarakat karena terkait 
dengan hak-hak konstitusional warga negara dan 
kepentingan nasional.

• Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen 
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk 
pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dengan 
memperhatikan keserasian hubungan antara pemerintah 
dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan 
daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka NKRI.

Lanjutan Bab III…Lanjutan Bab III…
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• Apabila Menteri/Kepala LPND belum menetapkan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat  wajib  

dan pilihan dalam kurun waktu selambat- lambatnya 2 
(dua) tahun, maka pemerintahan daerah dapat 
menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada 
peraturan perundangan-undangan yang ada sampai 
dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan 

kriteria dimaksud.

• Urusan pemerintahan wajib dan pilihan menjadi dasar 
penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) 
perangkat daerah.

Lanjutan Bab III…Lanjutan Bab III…
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2. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi 
kewenangan pemerintah:
(a) dilaksanakan oleh pemerintah sendiri; 
(b) didekonsentrasikan kepada Gubernur selaku 

wakil Pemerintah
(c) ditugaspembantuankan kepada pemerintahan 

daerah dan/atau pemerintahan desa.

Lanjutan Bab VI…Lanjutan Bab VI…
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3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
provinsi:
(a) dilaksanakan sendiri oleh provinsi.
(b) ditugaspembantuankan sebagian urusan 

pemerintahan tersebut kepada pemerintahan 
daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan 
desa.

4. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota:
(a) dilaksanakan sendiri oleh kabupaten/kota.
(b) ditugaspembantuankan sebagian urusan 

pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa.

Lanjutan Bab VI…Lanjutan Bab VI…
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5. Urusan konkuren yang menjadi kewenangan 
Pemerintah yang ditugaspembantuankan kepada 
daerah, secara bertahap dapat diserahkan menjadi 
kewenangan daerah apabila daerah tersebut telah 
mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang dipersyaratkan untuk melaksanakan 
urusan tersebut.

6. Urusan provinsi yang ditugaspembantuankan 
kepada kabupaten/kota, secara bertahap dapat 
diserahkan menjadi kewenangan kabupaten/kota 
apabila kabupaten/kota tersebut telah mampu 
memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang dipersyaratkan untuk melaksanakan urusan 
tersebut.

Lanjutan Bab VI…Lanjutan Bab VI…
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7. Penyerahan urusan tersebut diprioritaskan bagi 
urusan pemerintahan yang berdampak lokal 
dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna 
apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada 
pemerintahan daerah yang bersangkutan dengan 
disertai penyerahan perangkat daerah, 
pembiayaan, dan sarana prasarana.

8. Tatacara penyerahan urusan tersebut diatur 
dengan Peraturan Presiden.

Lanjutan Bab VI…Lanjutan Bab VI…
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Lanjutan…Lanjutan…

BabBab VII: VII: PembinaanPembinaan UrusanUrusan PemerintahanPemerintahan

• Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan 
kepada daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

• Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga 
mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan 
setelah dilakukan pembinaan, untuk sementara 
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah.

• Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan 
urusan pemerintahan apabila pemerintahan daerah 
telah mampu menyelenggarakan urusan 
pemerintahan tersebut.
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IV.IV. IMPLEMENTASIIMPLEMENTASI DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PERHUBUNGAN BIDANG PERHUBUNGAN 

1.1. KebijakanKebijakan
KebijakanKebijakan dandan StandarStandar

2.2. PembiayaanPembiayaan
3.3. ImplementasiImplementasi

PenyelenggaraanPenyelenggaraan UrusanUrusan PemerintahanPemerintahan sesuaisesuai PP PP 
NomorNomor 38 38 TahunTahun 20072007

4.4. PenyelenggaraanPenyelenggaraan PelabuhanPelabuhan, Bandar , Bandar UdaraUdara, , IjinIjin TrayekTrayek
KeretaKereta ApiApi, , penyelenggaraanpenyelenggaraan LLAJ LLAJ dandan LLASDPLLASDP

. . IssuIssu--issuissu
 

StrategiStrategi
 

UrusanUrusan
 

PemerintahanPemerintahan
 BidangBidang

 
PerhubunganPerhubungan
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b. b. PemerintahPemerintah
A. A. SubSub--sub bidang LLAJsub bidang LLAJ
1.1.

 

Pedoman dan penetapan tatacara penyusunan dan penetapan rencana Pedoman dan penetapan tatacara penyusunan dan penetapan rencana umum umum 
jaringan transportasi jalan.jaringan transportasi jalan.

2.2.

 

Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalaPenyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan nasional.n nasional.
3.3.

 

Pedoman tata cara penyusunan dan penetapan kelas jalanPedoman tata cara penyusunan dan penetapan kelas jalan
4.4.

 

Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudiPedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi
5.5.

 

Pedomananpersyaratan lokasi, rancangbangun danpenyelenggaraan tePedomananpersyaratan lokasi, rancangbangun danpenyelenggaraan terminal penumpangrminal penumpang

6.6.

 

Pedomanan tata cara penyusunan penatapan jaringan lintas angkutaPedomanan tata cara penyusunan penatapan jaringan lintas angkutan barangn barang
7.7.

 

Penyelenggaraan manajemen dan rekyasa lalulintas dijalan nasionaPenyelenggaraan manajemen dan rekyasa lalulintas dijalan nasionall
8.8.

 

Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas dijalan nasionPenyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas dijalan nasionalal
9.9.

 

Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalin) jalan nasiPenyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalin) jalan nasionalonal
10.10.

 

Sertifikasi kompetensi penilai andalinSertifikasi kompetensi penilai andalin
11.11.

 

Penetapan persyaratan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bid LPenetapan persyaratan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bid LLAJLAJ
12.12.

 

Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian PPNS bid. LLAJPengusulan pengangkatan dan pemberhentian PPNS bid. LLAJ
13.13.

 

Pengawasan pelaksanaan penyidikan bidang LLAJPengawasan pelaksanaan penyidikan bidang LLAJ
14.14.

 

Penetapan kulaifikasi tenaga instruktur sekolah mengemudiPenetapan kulaifikasi tenaga instruktur sekolah mengemudi
15.15.

 

Penetapan kulifikasi pengemudiPenetapan kulifikasi pengemudi
16.16.

 

Akreditasi pendidikan  dan latihan mengemudiAkreditasi pendidikan  dan latihan mengemudi
17.17.

 

Penetapan kualifikasi pengemudiPenetapan kualifikasi pengemudi
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AkreditasiAkreditasi pendidikanpendidikan dandan latihanlatihan mengemudimengemudi
PenetapanPenetapan kualifikasikualifikasi pengemudipengemudi
AkreditasiAkreditasi unit unit pelaksanapelaksana penerbitanpenerbitan sertifikatsertifikat kompetensikompetensi pengemudipengemudi
angkutanangkutan penumpangpenumpang umumumum dandan barangbarang tertentutertentu
SertifikasiSertifikasi pengemudipengemudi angkutanangkutan penumpangpenumpang umumumum
SertifikasiSertifikasi pengemudipengemudi dandan pembantupembantu pengemudipengemudi kendaraankendaraan pengangkutpengangkut
barangbarang berbahayberbahay dandan beracunberacun sertaserta abrabfabrabf khususkhusus
PenyelenggraanPenyelenggraan pencegahanpencegahan dandan penaggulanganpenaggulangan keselakaankeselakaan lalulalu lintaslintas didi
jalanjalan nasionalnasional dandan jalanjalan toltol
PenelitianPenelitian dandan pelaporanpelaporan kecelakaankecelakaan lalulalu lintaslintas yang yang mengakibatkanmengakibatkan korbankorban
meninggalmeninggal duniadunia dandan atauatau menjadimenjadi isuueisuue nasionalnasional
PeddoamanPeddoaman PersyaratanPersyaratan tenagatenaga auditor auditor keselamatankeselamatan jalanjalan nasionalnasional
provinsiprovinsi dandan kab/kotakab/kota
Penetapan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, Penetapan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, kereta kereta 
gandengan dan kereta tempelangandengan dan kereta tempelan
Pedoman penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintasPedoman penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas
Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannPemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya ya 
melebihi satu wilayah provinsimelebihi satu wilayah provinsi
Pedoman pengumpulan, pengolahan dan analisis kecelakaan lalu linPedoman pengumpulan, pengolahan dan analisis kecelakaan lalu lintas;tas;
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Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu liPenyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas ntas 
di jalan nasional dan jalan tol;di jalan nasional dan jalan tol;
Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu nmengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu nasionalasional
Pedoman persyaratan tenaga auditor keselamatan jalan nasional, pPedoman persyaratan tenaga auditor keselamatan jalan nasional, provinsi rovinsi 
dan kabupaten/kotadan kabupaten/kota
Pedoman persyaratan tenaga investigator kecelakaan lalu lintas nPedoman persyaratan tenaga investigator kecelakaan lalu lintas nasional, asional, 
provinsi dan kabupaten/kotaprovinsi dan kabupaten/kota
Pedoman persyaratan tenaga investigator kecelakaan lalu lintas nPedoman persyaratan tenaga investigator kecelakaan lalu lintas nasional, asional, 
provinsi dan kabupaten/kotaprovinsi dan kabupaten/kota
Penerbitan dan pencabutan sertifikat tenaga investigator kecelakPenerbitan dan pencabutan sertifikat tenaga investigator kecelakaan lalu aan lalu 
lintas jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.lintas jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintasPengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas tingkat tingkat 
nasional.nasional.
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PenyusunanPenyusunan dan dan penetapanpenetapan rencanarencana umumumum jaringanjaringan transportasitransportasi
Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannPemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya ya 
melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsimelebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu liPenyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas ntas 
di jalan provinsi;di jalan provinsi;
Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provPenyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsiinsi
Penyelenggaraan andalin di jalan provinsiPenyelenggaraan andalin di jalan provinsi
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu liPenyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas ntas 
di jalan provinsidi jalan provinsi
Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu pmengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsirovinsi
Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintasPengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di di 
wilayah provinsiwilayah provinsi

b. Provinsi :
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c. Kabupaten/Kota :c. Kabupaten/Kota :

Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi 
jalan kabupaten/kotajalan kabupaten/kota
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan 
lalu lintas di jalan kabupaten/kotalalu lintas di jalan kabupaten/kota
Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudiPengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi
Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan 
kabupaten/kotakabupaten/kota
Penyelenggaraan andalin di kabupaten/kotaPenyelenggaraan andalin di kabupaten/kota
Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan 
lalu lintas di jalan kabupaten/kotalalu lintas di jalan kabupaten/kota
Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu 
kabupaten/kotakabupaten/kota
Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintaPengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas s 
di wilayah kabupaten/kota.di wilayah kabupaten/kota.
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Sub Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Sub Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, 
Danau dan Penyeberangan (LLASDP)Danau dan Penyeberangan (LLASDP)

a.a. PemerintahPemerintah

PenyusunanaPenyusunana dan dan penetapanpenetapan rencanarencana umumumum jaringanjaringan sungaisungai dan dan 
danaudanau antarantar provinsiprovinsi
PenyusunanPenyusunan dan dan penetapanpenetapan rencanarencana umumumum lintaslintas penyeberanganpenyeberangan
yangyang terletakterletak padapada jaringanjaringan jalan jalan nasionalnasional, dan , dan antarantar negara, negara, sertaserta
jaringanjaringan jalurjalur keretakereta apiapi nasionalnasional dan dan antarantar negara.negara.
PedomanPedoman penetapanpenetapan lintaslintas penyeberanganpenyeberangan
PenetapanPenetapan lintaslintas penyeberanganpenyeberangan yangyang terletakterletak padapada jaringanjaringan jalan jalan 
nasionalnasional dan dan antarantar negara dan negara dan jaringanjaringan jalurjalur keretakereta apiapi dan dan antarantar
negeranegera..
PedomanPedoman rancangrancang bangunbangun kapalkapal sungaisungai, , danaudanau dan dan 
penyeberanganpenyeberangan (SDP).(SDP).
PengadaanPengadaan kapalkapal SDPSDP
PedomanPedoman registrasiregistrasi kapalkapal sungaisungai dan dan danaudanau
PeemriksaanPeemriksaan dan dan pengukuranpengukuran kapalkapal sungaisungai dan dan danaudanau ≥≥ 7 7 GrossGross
Ton (GT).Ton (GT).
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PenerbitanPenerbitan sertifikatsertifikat kelaikankelaikan kapalkapal--kapalkapal sungaisungai dan dan danaudanau ≥≥ 7 GT7 GT
PenerbitanPenerbitan sertifikatsertifikat pengawakanpengawakan kapalkapal--kapalkapal sungaisungai dan dan danaudanau ≥≥ 7 GT7 GT
PedomanPedoman pengoperasianpengoperasian kapalkapal SDPSDP
PedomanPedoman persyaratanpersyaratan pelayananpelayanan kapalkapal SDPSDP
PedomanPedoman pemerliharaanpemerliharaan//perawatanperawatan kapalkapal SDPSDP
PedomanPedoman tata cara tata cara pengawasanpengawasan terhadapterhadap pemberianpemberian suratsurat ukurukur, , suratsurat tanda tanda 
pendaftaranpendaftaran dan tanda dan tanda pendaftaranpendaftaran, , sertifikatsertifikat kelaikankelaikan kapalkapal, , sertifikatsertifikat
penawakanpenawakan kapalkapal dan dan suratsurat tanda tanda kebangsaankebangsaan kapalkapal sungaisungai dan dan danaudanau..
PengawasanPengawasan terhadapterhadap pemberianpemberian suratsurat ukurukur, , suratsurat tanda tanda pendaftaranpendaftaran dan tanda dan tanda 
pendaftaranpendaftaran, , sertifikatsertifikat kelaikankelaikan kapalkapal, , sertifikatsertifikat pengawakanpengawakan kapalkapal dan dan suratsurat
tanda tanda kebangsaankebangsaan kapalkapal sungaisungai dan dan danaudanau ≥≥ 7 GT.7 GT.
PedomanPedoman penyelenggaraanpenyelenggaraan pelabuhanpelabuhan SDP.SDP.
Pedoman penetapan lokasi pelabuhan SDP.Pedoman penetapan lokasi pelabuhan SDP.
Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan.Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan.
Pedoman pembangunan pelabuhan SDP.Pedoman pembangunan pelabuhan SDP.
Pembangunan pelabuhan SDPPembangunan pelabuhan SDP
Penyelenggaraan pelabuhan penyeberanganPenyelenggaraan pelabuhan penyeberangan
Pengawasan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada jaringanPengawasan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada jaringan jalan jalan 
nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api nasionnasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar al dan antar 
negaranegara
Pedoman penyusunan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)Pedoman penyusunan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah /Daerah 
Lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan SDPLingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan SDP
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Rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan pada Rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan pada 
jaringan jalan nasional dan antar provinsi.jaringan jalan nasional dan antar provinsi.
Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan 
penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan 
antar negara serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar antar negara serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar 
negara.negara.
Pedoman sertifikasi pelabuhan SDPPedoman sertifikasi pelabuhan SDP
Penetapan sertifikasi pelabuhan SDPPenetapan sertifikasi pelabuhan SDP
Pedoman pemerliharaan/perawatan pelabuhan SDP.Pedoman pemerliharaan/perawatan pelabuhan SDP.
Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran 
sungai dan danau lintas provinsi.sungai dan danau lintas provinsi.
Pedoman penyelenggaraan angkutan SDP.Pedoman penyelenggaraan angkutan SDP.
Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada 
penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan 
antar negara, serta jaringan jalur kereta api nasional dan antarantar negara, serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar
negara.negara.
Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi pada Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi pada 
lintas antar provinsi dan antar negaralintas antar provinsi dan antar negara..
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Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP pada jaringan jalan Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP pada jaringan jalan 
nasional dan antar negara.nasional dan antar negara.
Pedoman tarif jasa kepelabuhanan SDP.Pedoman tarif jasa kepelabuhanan SDP.
Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan.Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan.
Pedoman/persyaratan pelayanan angkutan SDP.Pedoman/persyaratan pelayanan angkutan SDP.
Pemberian persetujuan pengoperasian penyelenggaraan angkutan Pemberian persetujuan pengoperasian penyelenggaraan angkutan 
sungai dan danau.sungai dan danau.
Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan 
danau.danau.
Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan 
penyeberangan pada lintas antar provinsi dan antar negarapenyeberangan pada lintas antar provinsi dan antar negara
Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutanPengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan
SDPSDP
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b. Provinsi :b. Provinsi :

Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar antar 
kabupaten/kota dalam provinsi.kabupaten/kota dalam provinsi.
Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antarPenyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar
kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.provinsi.
Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinPenetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang si yang 
terletak pada jaringan jalan provinsi.terletak pada jaringan jalan provinsi.
Pengadaan kapal SDP.Pengadaan kapal SDP.
Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaraPengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda n dan tanda 
pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat pal, dan surat 
tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GTtanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT
Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan 
Pembangunan pelabuhan SDPPembangunan pelabuhan SDP
Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penhyeberangan Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penhyeberangan 
DLKr/DLKP yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar nDLKr/DLKP yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara egara 
serta jaringan jalur kereta api.serta jaringan jalur kereta api.
Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang 
terletak pada jaringan jalan provinsiterletak pada jaringan jalan provinsi
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c. c. KabupatenKabupaten//KotaKota

PenyusunanPenyusunan dan dan penetapanpenetapan rencanarencana umumumum jaringanjaringan sungaisungai dan dan danaudanau
dalamdalam kabupatenkabupaten//kotakota
PenyusunanPenyusunan dan dan penetapanpenetapan rencanarencana umumumum lintaslintas penyeberanganpenyeberangan
dalamdalam kabupatenkabupaten//kotakota yangyang terletakterletak padapada jaringanjaringan jalan jalan kabupatenkabupaten//kotakota..
PenetapanPenetapan lintaslintas penyeberanganpenyeberangan dalamdalam kabupatenkabupaten//kotakota yangyang terletakterletak
padapada jaringanjaringan jalan jalan kabupatenkabupaten//kotakota..
PengadaanPengadaan kapalkapal SDP.SDP.
PemeriksaanPemeriksaan dan dan pengukuranpengukuran kapalkapal sungaisungai dan dan danaudanau < 7 GT< 7 GT
PenerbitanPenerbitan sertifikatsertifikat kelaikankelaikan kapalkapal--kapalkapal sungaisungai dan dan danaudanau < 7 GT< 7 GT
PenerbitanPenerbitan suratsurat ijinijin berlayarberlayar sungaisungai dan dan danaudanau..
RekomendasiRekomendasi lokasilokasi pelabuhanpelabuhan penyeberanganpenyeberangan
Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danauPenetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau
Pembangunan pelabuhan SDPPembangunan pelabuhan SDP
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Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.
Pemberian rekomendasi rencana induk DLKr/DLKp pelabuhan Pemberian rekomendasi rencana induk DLKr/DLKp pelabuhan 
penyeberangan yang terletak pada jaringnan jalan provinsi, nasiopenyeberangan yang terletak pada jaringnan jalan provinsi, nasional nal 
dan antar negara.dan antar negara.
Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak 
pada jaringan jalan kabupaten/kota.pada jaringan jalan kabupaten/kota.
Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberanganPengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan
Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan dan 
kerambah di dungai dan danaukerambah di dungai dan danau
Pemetaan alur sungai skala kabuapten/kota untuk kebutuhan Pemetaan alur sungai skala kabuapten/kota untuk kebutuhan 
transportasi.transportasi.
Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan 
danau skala kabupaten/kota.danau skala kabupaten/kota.
Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintasPenetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas
penyeberangan dalam kabuapten/kota yang terletak pada jaringan jpenyeberangan dalam kabuapten/kota yang terletak pada jaringan jalan alan 
kabupaten/kota.kabupaten/kota.
Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam 
kabupaten/kota.kabupaten/kota.
Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten/kota Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten/kota 
yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kotayang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota
Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakanPenetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan
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Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas 
penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan 
kabuapten/kotakabuapten/kota
Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan 
danaudanau
Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan 
penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan 
kabuapaten/kotakabuapaten/kota
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V. V. MEKANISME PENYELENGGARAAN URUSAN MEKANISME PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN DENGAN AZAS DEKONSENTRASI PEMERINTAHAN DENGAN AZAS DEKONSENTRASI 

DAN TUGAS PEMBANTUANDAN TUGAS PEMBANTUAN

a. a. PenyelenggaraanPenyelenggaraan
 

urusanurusan
 

dengandengan
 

azasazas
 

dekonsentrasidekonsentrasi::
1.1.

 
PemerintahPemerintah

 
dapatdapat

 
melimpahkanmelimpahkan

 
kewenangankewenangan

 
kepadakepada

 GubernurGubernur
 

atauatau
 

perangkatperangkat
 

pusatpusat
 

didi
 

daerahdaerah
 

disertadiserta
 dengandengan

 
pembiayaanpembiayaan

 
yang yang sesuaisesuai

 
dengandengan

 
kewenangankewenangan

 yang yang dilimpahkandilimpahkan
2.2.

 
DalamDalam

 
melaksanakanmelaksanakan

 
azasazas

 
dekonsentrasidekonsentrasi

 
GubernurGubernur

 dapatdapat
 

meyelenggarakanmeyelenggarakan
 

wewenangwewenang
 

yang yang dilimpahkandilimpahkan
 oleholeh

 
pemerintahpemerintah

 
dandan

 
berkewajibanberkewajiban

 mengkoordinaksikanmengkoordinaksikan
 

perangkatperangkat
 

daerahdaerah
 

dandan
 

pejabatpejabat
 pusatpusat

 
didi

 
daerahdaerah

 
sertaserta

 
kabupaten/kotasesuaikabupaten/kotasesuai

 
dengandengan

 bidangbidang
 

tugastugas
 

yang yang berkaitanberkaitan
 

dengandengan
 

urusanurusan
 pemerintahanpemerintahan

 
yang yang dilimpajkandilimpajkan

 
dengandengan

 memperhatikanmemperhatikan
 

NSPK yang NSPK yang telahtelah
 

ditentukanditentukan
 pemerintahpemerintah, , keserasaiankeserasaian, , kemanfaatankemanfaatan, , kelancarankelancaran, , 

pelaksanaanpelaksanaan
 

tugastugas
 

pemerintahanpemerintahan, , pembangunanpembangunan
 

dandan
 SPMSPM
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b. b. PenyelenggaraanPenyelenggaraan
 

urusanurusan
 

pemerintahanpemerintahan
 

dengandengan
 

azasazas
 

tugastugas
 pembantuanpembantuan::

1.1.
 

DalamDalam
 

pelaksanaanpelaksanaan
 

pemberianpemberian
 

tugastugas
 

pembantuanpembantuan
 tersebuttersebut

 
terlebihterlebih

 
dahuludahulu

 
diberitahukandiberitahukan

 
kepadakepada

 
penerimapenerima

 tugastugas
 

pembantuanpembantuan
 

mengenaimengenai
 

adanyaadanya
 

rencanarencana
 

pemberianpemberian
 tugastugas

 
pembantuanpembantuan

 
disertaidisertai

 
dengandengan

 
rencanarencana

 
biayabiaya, , saranasarana

 dandan
 

prasaranaprasarana, SDM , SDM sertaserta
 

kebijakannyakebijakannya..
2.2.

 
ApabilaApabila

 
dalamdalam

 
pemberianpemberian

 
tugastugas

 
pembantuanpembantuan

 
tidaktidak

 
disertadiserta

 dengandengan
 

pembiayaanpembiayaan, , saranasarana
 

dandan
 

prasaranaprasarana
 

sertaserta
 

SDM SDM 
sesuaisesuai

 
kebutuhankebutuhan

 
makamaka

 
daerahdaerah

 
atauatau

 
desadesa

 
berhakberhak

 
untukuntuk

 menolaknyamenolaknya
3.3.

 
PadaPada

 
tugastugas

 
pembantuanpembantuan, , ProvinsiProvinsi, , Kabupaten/kotaKabupaten/kota

 diselenggarakandiselenggarakan
 

oleholeh
 

perangkatperangkat
 

daerahdaerah
 

provinsiprovinsi, , 
perangkatperangkat

 
daerahdaerah

 
kabupaten/kotakabupaten/kota

4.4.
 

PadaPada
 

tugastugas
 

pembantuanpembantuan
 

yang yang dilimpahkandilimpahkan
 

kepadakepada
 daerahdaerah

 
pendanaanpendanaan

 
bersumberbersumber

 
daridari

 
APBNAPBN

5.5.
 

PengawasanPengawasan
 

pelaksanaanpelaksanaan
 

tugastugas
 

pembantuanpembantuan
 

daridari
 pemerintahpemerintah

 
kepadakepada

 
daerahdaerah

 
dandan

 
desadesa, , dandan

 provinsi/kabupatenprovinsi/kabupaten
 

kepadakepada
 

desadesa
 

dilakukandilakukan
 

oleholeh
 

instansiinstansi
 pengawaspengawas

 
sesuaisesuai

 
dengandengan

 
ketentuanketentuan

 
peraturanperaturan

 perundangperundang--undanganundangan
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VI. VI. KEBIJAKAN TRANSPORTASI DALAM KAITAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI DALAM KAITAN 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SUB PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SUB 

BIDANG PERHUBUNGAN DARAT.BIDANG PERHUBUNGAN DARAT.
A.A. KebijakanKebijakan penyelenggaraanpenyelenggaraan subsub bidangbidang perhubunganperhubungan daratdarat antara antara 

lainlain adalahadalah mengacumengacu padapada UndangUndang--UndangUndang NomorNomor 14 14 TahunTahun 1992 1992 
tentangtentang LaluLalu LintasLintas dan dan AngkutanAngkutan JalanJalan antara antara lainlain

 
menjelaskanmenjelaskan

 
halhal--

 halhal
 

sebagaisebagai
 

berikutberikut, , yaituyaitu
1. 1. PembinaanPembinaan

*   *   MenyatakanMenyatakan

 

bahwabahwa

 

lalulalu

 

lintaslintas

 

dan dan angkutanangkutan

 

jalan jalan dikuasaidikuasai

 

oleholeh

 

negara dan negara dan 
pembinaannyapembinaannya

 

dilakukandilakukan

 

oleholeh

 

pemerintahpemerintah
*   *   PembinaanPembinaan

 

lalulalu

 

lintaslintas

 

dan dan angkutanangkutan

 

jalan jalan diarahkandiarahkan

 

untukuntuk

 

meningkatkanmeningkatkan

 penyelenggaraanpenyelenggaraan

 

lalulalu

 

lintaslintas

 

dan dan angkutanangkutan

 

jalan jalan dalamdalam

 

keseluruhankeseluruhan

 

modal modal 
transportasitransportasi

 

secara secara terpaduterpadu

 

dengandengan

 

memperhatikanmemperhatikan

 

seluruhseluruh

 

aspekaspek

 

kehidupankehidupan

 masyarakatmasyarakat

 

untukuntuk

 

mewujudkanmewujudkan

 

tujuantujuan

 

yaituyaitu

 

terciptanyaterciptanya

 

lalulalu

 

lintaslintas

 

dan dan angkutanangkutan

 jalan jalan dengandengan

 

selamatselamat, aman, , aman, cepatcepat, , lancarlancar, , tertibtertib

 

dan dan teraturteratur, , nyamannyaman

 

dan dan efisienefisien, , 
mampumampu

 

memadukanmemadukan

 

modal modal transportasitransportasi

 

lainnyalainnya

*    *    BahwaBahwa

 

transportasitransportasi

 

jalan jalan merupakanmerupakan

 

moda moda transportasitransportasi

 

nasionalnasional

 

yangyang

 diselenggarakandiselenggarakan

 

berdasarkanberdasarkan

 

asas asas manfaatmanfaat, , usahausaha

 

bersamabersama

 

dan dan kekeluargaankekeluargaan, , 
adiladil

 

dan dan meratamerata, , keseimbangankeseimbangan, , kepentingankepentingan

 

umumumum, , keterpaduan,mketerpaduan,m

 

kesadarankesadaran

 hukumhukum

 

dan dan percayapercaya

 

diridiri

 

sendirisendiri
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*   *   TransportasiTransportasi

 

jalan jalan diselenggarakandiselenggarakan

 

dengandengan

 

tujuantujuan

 

untukuntuk

 

mewujudkanmewujudkan

 

lalulintaslalulintas

 dan dan angkutanangkutan

 

jalan jalan dengandengan

 

selamatselamat, aman, , aman, cepatcepat, , lancarlancar, , tertibtertib, , nyamannyaman

 

dan dan efisienefisien, , 
mampumampu

 

memadukanmemadukan

 

modal modal transportasitransportasi

 

lainnyalainnya, , menjangkaumenjangkau

 

seluruhseluruh

 

pelososkpelososk

 wilayahwilayah

 

daratandaratan, , untukuntuk

 

menunjangmenunjang

 

pemerataanpemerataan, , pertumbuhanpertumbuhan

 

dan dan stabilitasstabilitas

 

sebagaisebagai

 pendorongpendorong, , penggerakpenggerak

 

dan dan penunjuangpenunjuang

 

pembangunanpembangunan

 

nasionalnasional

 

dengandengan

 

biayabiaya

 

yangyang

 terjangkauterjangkau

 

masyarakatmasyarakat

 

nasionalnasional

2. 2. PrasaranaPrasarana
BahwaBahwa untukuntuk mewujudkanmewujudkan lalulalu lintaslintas dan dan angkutanangkutan jalan jalan yangyang terpaduterpadu
dengandengan moda moda transportasitransportasi lainlain ditetapkanditetapkan jaringanjaringan transportasitransportasi jalan jalan 
yangyang menghubungkanmenghubungkan seluruhseluruh wilayahwilayah tanahtanah airair..
PenetapanPenetapan jaringanjaringan transportasitransportasi jalan jalan sebagaimanasebagaimana dimaksuddimaksud
didasarkandidasarkan padapada kebutuhankebutuhan transportasitransportasi, , fungsifungsi, , perananperanan, , kapasitaskapasitas lalulalu
lintaslintas dan dan kelaskelas jalanjalan
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3.  3.  Kelas Jalan dan penggunaan jalan Kelas Jalan dan penggunaan jalan 
BahwaBahwa untukuntuk mengaturmengatur penggunaanpenggunaan jalan dan jalan dan pemenuhanpemenuhan kebutuhankebutuhan angkutanangkutan jalan jalan dibagidibagi
dalamdalam beberapabeberapa kelaskelas
BahwaBahwa untukuntuk keselamatankeselamatan, , keamanankeamanan, , ketertibanketertiban dan dan kelancarankelancaran lalulalu lintaslintas sertaserta
kemudahankemudahan bagibagi pemakaipemakai jalan jalan wajibwajib dilengkapidilengkapi ramburambu--ramburambu, , markamarka jalan, jalan, alatalat pengendalipengendali
dan dan alatalat pengamanpengaman pemakaipemakai jalan, jalan, alatalat pengawasanpengawasan dan dan pengamananpengamanan jalan jalan dsbdsb..

4.  Terminal dan 4.  Terminal dan fasilitasfasilitas

 

parkirparkir

 

untukuntuk

 

umumumum
5.  5.  KendaraanKendaraan

Meliputi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotorMeliputi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
PengujianPengujian kendaraankendaraan bermotorbermotor
PendaftaranPendaftaran kendaraankendaraan bermotorbermotor
BengkelBengkel umumumum kendaraankendaraan bermotorbermotor
PemeriksaanPemeriksaan KendaraanKendaraan BermotorBermotor di Jalandi Jalan
PersyaratanPersyaratan KendaraanKendaraan TidakTidak bemotorbemotor

6.  6.  PengemudiPengemudi

 

yangyang

 

meliputimeliputi

 

persyaratanpersyaratan

 

pengemudipengemudi, , pergantianpergantian

 

pengemudipengemudi

 

dan tata dan tata 
cara cara berlaluberlalu

 

lintaslintas
7.  Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas , pejalan7.  Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas , pejalan

 

kakikaki
8.  8.  KecelakaanKecelakaan

 

lalulalu

 

lintasdanlintasdan

 

AsuransiAsuransi
9.  9.  AngkutanAngkutan, , baikbaik

 

angkutanangkutan

 

orangorang

 

maupunmaupun

 

barangbarang, , angkutanangkutan

 

orangorang

 

dengandengan

 

kendaraankendaraan

 
umumumum

 

dan dan lalulalu

 

lintaslintas

 

dan dan angkutanangkutan

 

bagibagi

 

penyandangpenyandang

 

cacatcacat..
10. 10. PenyerahanPenyerahan

 

UrusanUrusan

 

yangyang

 

menjelaskanmenjelaskan

 

bahwabahwa

 

PemerintahPemerintah

 

dapatdapat

 

menyerahkanmenyerahkan

 
sebagiansebagian

 

urusanurusan

 

pemerintahanpemerintahan

 

dalamdalam

 

bidangbidang

 

lalulalu

 

lintaslintas

 

dan dan angkutanangkutan

 

jalan jalan kepadakepada

 
PemerintahPemerintah

 

DaerahDaerah..
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b. b. UndangUndang--undangundang NomorNomor 38 38 TahunTahun 2004 2004 tentangtentang Jalan Jalan yangyang mengaturmengatur
tentangtentang penyelenggaraanpenyelenggaraan jalan, jalan, yaituyaitu antara antara lainlain menjelaskanmenjelaskan; ; 

BahwaBahwa
 

dalamdalam
 

rangkarangka
 

penggunaanpenggunaan
 

jalan jalan sebagaisebagai
 

jalan jalan umumumum
 

dijelaskandijelaskan
 

dan dan 
diaturdiatur

 
bahwabahwa

 
penguasaanpenguasaan

 
atas jalan atas jalan adalahadalah

 
oleholeh

 
negara, dan negara, dan dalamdalam

 
halhal

 
iniini

 penguasaanpenguasaan
 

oleholeh
 

negara negara dapatdapat
 

memberimemberi
 

wewenangwewenang
 

kepadakepada
 

PemerintahPemerintah
 

dan dan 
PemerintahPemerintah

 
DaerahDaerah

 
untukuntuk

 
melaksanakanmelaksanakan

 
penyelenggaraanpenyelenggaraan

 
negara, negara, dengandengan

 pengaturanpengaturan
 

sebagaisebagai
 

berikutberikut
 

::
1. 1. WewenangWewenang

 
PemerintahPemerintah

 
yaituyaitu

 
::

DalamDalam penyelenggaraanpenyelenggaraan jalan jalan meliputimeliputi penyelenggaraanpenyelenggaraan
jalan secara jalan secara umumumum dan dan penyelenggaraanpenyelenggaraan jalan jalan nasionalnasional;;
WewenangWewenang dimaksuddimaksud meliputimeliputi pengaturanpengaturan, , pembinaanpembinaan, , 
pembangunanpembangunan dan dan pengawasanpengawasan

2. 2. WewenangWewenang
 

PemerintahPemerintah
 

ProvinsiProvinsi
WewenangWewenang pemerintahpemerintah provinsiprovinsi dalamdalam penyelenggaraanpenyelenggaraan
jalan  jalan  meliputimeliputi jalan jalan provinsiprovinsi yaituyaitu dalamdalam pengaturanpengaturan, , 
pembinaanpembinaan, , pembangunanpembangunan dan dan pengawasanpengawasan jalan jalan provinsiprovinsi
DalamDalam halhal pemerintahpemerintah provinsiprovinsi belumbelum dapatdapat melaksanakanmelaksanakan
sebagiansebagian wewenangnyawewenangnya sebagaimanasebagaimana dimaksuddimaksud, , makamaka
pemerintahpemerintah provinsiprovinsi dapatdapat menyerahkanmenyerahkan wewenangwewenang tersebuttersebut
kepadakepada PemerintahPemerintah
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3. 3. WewenangWewenang

 

PemerintahPemerintah

 

KabupatenKabupaten//KotaKota
WewenangWewenang pemerintahpemerintah kabupatenkabupaten dalamdalam penyelenggaraanpenyelenggaraan jalan jalan meliputimeliputi
penyelenggaraanpenyelenggaraan jalan jalan kabupatenkabupaten dan jalan dan jalan desadesa, , yangyang meliputimeliputi pengaturanpengaturan, , 
pembinaanpembinaan, , pembangunanpembangunan dan dan pengawasanpengawasan
WewenangWewenang pemerintahpemerintah kotakota dalamdalam penyelenggaraanpenyelenggaraan jalan jalan meliputimeliputi
penyelenggaraanpenyelenggaraan jalan jalan kotakota, , yangyang meliputimeliputi pengaturanpengaturan, , pembinaanpembinaan, , 
pembangunanpembangunan dan dan pengawasanpengawasan
DalamDalam halhal pemerintahpemerintah kabupatenkabupaten//kotakota belumbelum dapatdapat melaksanakanmelaksanakan sebagiansebagian
wewenangwewenang sebagaimanasebagaimana dimaksuddimaksud makamaka pemerintahpemerintah kabupatenkabupaten//kotakota dapatdapat
menyerahkanmenyerahkan wewenangwewenang tersebuttersebut kepadakepada pemerintahpemerintah provinsiprovinsi..
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C. C. BerkaitanBerkaitan
 

dengandengan
 

instruksiinstruksi
 

tersebuttersebut, , padapada
 

tatarantataran
 

kebijakankebijakan
 operasionaloperasional

 
MenteriMenteri

 
DalamDalam

 
NegeriNegeri

 
bersamabersama

 
dengandengan

 
MenteriMenteri

 PertahananPertahanan
 

dan dan KeamananKeamanan
 

dan dan DepartemenDepartemen
 

KeuanganKeuangan
 

telahtelah
 menetapkanmenetapkan

 
kebijakankebijakan

 
yangyang

 
perluperlu

 
dilakukandilakukan

 
DaerahDaerah

 
dalamdalam

 
rangkarangka

 upayaupaya
 

pengaturanpengaturan
 

transportasitransportasi
 

jalan dan jalan dan keselamatankeselamatan
 

penggunanpenggunan
 jalan jalan dengandengan

 
menerbitkanmenerbitkan

 
InstruksiInstruksi BersamaBersama NomorNomor 

INS/03/M/X/1999, INS/03/M/X/1999, NomorNomor 29 29 TahunTahun 1999, 1999, NomorNomor 6/IMK.014/1999 6/IMK.014/1999 
tentangtentang PelaksanaanPelaksanaan SistemSistem AdministrasiAdministrasi ManunggalManunggal dibawahdibawah 
satusatu AtapAtap DalamDalam PenerbitanPenerbitan SuratSurat Tanda Tanda KendaraanKendaraan BermotorBermotor 
dan dan PemungutanPemungutan PajakPajak kendaraankendaraan BermotorBermotor sertaserta SumbanganSumbangan 
WajibWajib Dana Dana KecelakaanKecelakaan LaluLalu LintasLintas JalanJalan, , sehinggasehingga

 
dalamdalam

 rangkarangka
 

melaksanakanmelaksanakan
 

ketentuanketentuan
 

yangyang
 

telahtelah
 

ditetapkanditetapkan
 

dengandengan
 peraturanperaturan

 
perundanganperundangan

 
otonomiotonomi

 
daerahdaerah

 
maupunmaupun

 
peraturanperaturan

 perundanganperundangan
 

sektorsektor
 

teknisteknis
 

terkaitterkait
 

dalamdalam
 

penyelenggaraanpenyelenggaraan
 

urusanurusan
 pemerintahanpemerintahan

 
khususnyakhususnya

 
padapada

 
subbidangsubbidang

 
perhubunganperhubungan

 
daratdarat, , makamaka

 terkaitterkait
 

dengandengan
 

berbagaiberbagai
 

kebijakankebijakan
 

tranportasitranportasi
 

jalan jalan makamaka
 diupayakandiupayakan

 
langkahlangkah--langkahlangkah

 
sebagaisebagai

 
berikutberikut

 
::
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1.1.

 

DaerahDaerah, , perluperlu

 

meningkatkanmeningkatkan

 

perhatianperhatian

 

mengenaimengenai

 

penangananpenanganan

 

bagibagi

 
penyelenggaraanpenyelenggaraan

 

urusanurusan

 

pemerintahanpemerintahan

 

subsub

 

bidangbidang

 

perhubunganperhubungan

 

daratdarat

 

baikbaik

 
padapada

 

LLAJ LLAJ maupunmaupun

 

LLASDP LLASDP khususnyakhususnya

 

terkaitterkait

 

dengandengan

 

peranperan

 

merekamereka

 

dalamdalam

 
pelayananpelayanan

 

masyarakatmasyarakat

 

dalamdalam

 

halhal

 

transportasitransportasi

 

baikbaik

 

daratdarat

 

maupunmaupun

 

sungaisungai

 

dan dan 
penyeberanganpenyeberangan

 

, dan , dan terkaitterkait

 

dengandengan

 

kebijakankebijakan

 

penyelenggaraanpenyelenggaraan

 

transportasitransportasi

 
jalan jalan daqlamdaqlam

 

upayaupaya

 

perlindunganperlindungan

 

bagibagi

 

masyarakatmasyarakat

 

penggunapengguna

 

jalan jalan terkaitterkait

 
dengandengan

 

kewenangankewenangan

 

masingmasing--masingmasing

 

daerahdaerah..
2.2.

 

DaerahDaerah, , perluperlu

 

meningkatkanmeningkatkan

 

peranperan

 

sertaserta

 

masyarakatmasyarakat

 

dan dan organisasiorganisasi//lembagalembaga

 
kemasyarakatankemasyarakatan

 

dalamdalam

 

rangkarangka

 

kepeduliankepedulian

 

penggunaanpenggunaan

 

saranasarana

 

tranportasitranportasi

 
jalan jalan maupunmaupun

 

sungaisungai

 

terkaitterkait

 

dengandengan

 

peranperan

 

pemdapemda

 

sebagaisebagai

 

penyelenggarapenyelenggara

 
pelayananpelayanan

 

terhadapterhadap

 

masyarakatmasyarakat..
3.3.

 

DaerahDaerah, , perluperlu

 

meningkatkanmeningkatkan

 

efektifitasefektifitas

 

penyelenggaraanpenyelenggaraan

 

urusanurusan

 
pemerintahanpemerintahan

 

padapada

 

subsub

 

bidangbidang

 

perhubunganperhubungan

 

daratdarat

 

tersebuttersebut

 

yangyang

 

sangatsangat

 
berkaitanberkaitan

 

dengandengan

 

berbagaiberbagai

 

kepentingankepentingan

 

stakeholderstakeholder

 

terkaitterkait

 

yaituyaitu

 

antara antara lainlain

 
bagibagi

 

penggunapengguna

 

jalan jalan baikbaik

 

padapada

 

jaringanjaringan

 

transportasitransportasi, , kendaraankendaraan, , pengemudipengemudi, , 
keselamatankeselamatan

 

dari dari kecelakaankecelakaan

 

di jalan dan di jalan dan kendaraankendaraan

 

angkutanangkutan

 

umumumum

 

maupunmaupun

 
barangbarang, , sertaserta

 

peningkatanpeningkatan

 

kualitaskualitas

 

aparaturaparatur

 

di di bidangbidang

 

jalan jalan baikbaik

 

padapada

 

subsub

 
bidangbidang

 

LLAJ LLAJ maupunmaupun

 

LLASDP LLASDP dengandengan

 

berpedomanberpedoman

 

padapada

 

Norma, Norma, StStáándarndar, , 
ProsedurProsedur

 

dan dan KriteriaKriteria

 

(NSPK) (NSPK) yangyang

 

telahtelah

 

ditentukanditentukan

 

oleholeh

 

PemerintahPemerintah..
4.4.

 

DaerahDaerah, , perluperlu

 

mengalokasikanmengalokasikan

 

danadana

 

melaluimelalui

 

APBD APBD setiapsetiap

 

tahuntahun

 

anggarananggaran

 
untukuntuk

 

menyelenggarakanmenyelenggarakan

 

urusanurusan

 

pemerintahanpemerintahan

 

padapada

 

SubSub

 

bidangbidang

 
perhubunganperhubungan

 

daratdarat

 

khususnyakhususnya

 

terkaitterkait

 

dengandengan

 

pelaksanaanpelaksanaan

 

pelayananpelayanan

 
masyarakatmasyarakat
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VI. VI. KompetisiKompetisi SumberSumber DayaDaya ManusiaManusia DalamDalam 
PenyelenggaraanPenyelenggaraan UrusanUrusan PemerintahanPemerintahan BidangBidang 

PerhubunganPerhubungan DaratDarat

StandarStandar
 

kompetensikompetensi
 

terkaitterkait
 

dengandengan
 

sumberdayasumberdaya
 

manusiamanusia
 

yangyang
 diperlukandiperlukan

 
dalamdalam

 
penyelenggaraanpenyelenggaraan

 
urusanurusan

 
pemerintahanpemerintahan

 
bidangbidang

 perhubunganperhubungan
 

daratdarat
 

tidaktidak
 

terlepasterlepas
 

dari dari UndangUndang--undangundang
 

NomorNomor
 

43 43 
tahuntahun

 
1999  1999  tentangtentang

 
PokokPokok--pokokpokok

 
KepegawaianKepegawaian

 
yangyang

 
antara antara lainlain

 menyatakanmenyatakan
 

bahwabahwa
 

::
a.a.

 

BahwaBahwa
 

dalamdalam
 

manajemenmanajemen
 

PegawaiPegawai
 

NegeriNegeri
 

SipilSipil
 

(PNS) (PNS) diarahkandiarahkan
 untukuntuk

 
menjaminmenjamin

 
penyelenggaraanpenyelenggaraan

 
tugas tugas pemerintahanpemerintahan

 
dan dan 

pembangunanpembangunan
 

secara secara berdayagunaberdayaguna
 

dan dan berhasilgunaberhasilguna..
b.b.

 

UntukUntuk
 

menyelenggarakanmenyelenggarakan
 

tugas tugas pemerintahanpemerintahan
 

dan dan pembangunanpembangunan
 tersebuttersebut

 
makamaka

 
diperlukandiperlukan

 
PNS PNS yangyang

 
profesional, profesional, bertanggungjawabbertanggungjawab, , 

jujurjujur
 

dan dan adiladil
 

melaluimelalui
 

pembinaanpembinaan
 

yangyang
 

dilaksanakandilaksanakan
 

berdasarkanberdasarkan
 sistemsistem

 
prestasiprestasi

 
kerjakerja

 
dan dan sistemsistem

 
karierkarier

 
yangyang

 
dititikberatkandititikberatkan

 
padapada

 sistemsistem
 

prestasiprestasi
 

kerjakerja..
c.c.

 

BahwaBahwa
 

penangangkatanpenangangkatan
 

PNS PNS dalamdalam
 

suatusuatu
 

jabatanjabatan
 

dilaksanakandilaksanakan
 berdasarkanberdasarkan

 
prinsipprinsip

 
profesionalismeprofesionalisme

 
sesuaisesuai

 
dengandengan

 
kompetisikompetisi, , 

prestasiprestasi
 

kerjakerja, dan , dan jenjangjenjang
 

pangkatpangkat
 

yangyang
 

ditetapkanditetapkan
 

untukuntuk
 

jabatanjabatan
 tersebuttersebut

 
dengandengan

 
syaratsyarat

 
obyektifobyektif

 
lainnyalainnya

 
tanpatanpa

 
membedakanmembedakan

 
jenisjenis

 kelaminkelamin, , sukusuku, , agamaagama, ras , ras atauatau
 

golongangolongan..
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VII.   VII.   Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dalam 
Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perhubungan Darat.Perhubungan Darat.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang tersebut, yaitu Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang tersebut, yaitu sebagai berikut : sebagai berikut : 

Bidang peraturan dan kebijakan untuk pelaksanaan desentralisasiBidang peraturan dan kebijakan untuk pelaksanaan desentralisasi; peran ; peran 
Pemerintah dan Daerah antara lain mendorong pelaksanaan dan Pemerintah dan Daerah antara lain mendorong pelaksanaan dan 
menindaklanjuti peraturan dan kebijakan Nasional serta memfasilimenindaklanjuti peraturan dan kebijakan Nasional serta memfasilitasi tasi 
penyusunan kebijakan daerah untuk mendukung kebijakan Nasional  penyusunan kebijakan daerah untuk mendukung kebijakan Nasional  dan dan 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan darat denganmelaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan darat dengan
kerangka regulasi dan Peraturan Daerah dalam upaya pencapaian  kerangka regulasi dan Peraturan Daerah dalam upaya pencapaian  
perlindungan dan keselamatan transportasi jalan.perlindungan dan keselamatan transportasi jalan.
Bidang KelembagaanBidang Kelembagaan, peran Pemerintah dan Daerah antara lain ikut  , peran Pemerintah dan Daerah antara lain ikut  
mengembangkan dan memberdayakan kelembagaan, berkaitan dengan mengembangkan dan memberdayakan kelembagaan, berkaitan dengan 
struktur organisasi, ketatalaksanaan, sistem pengambilan keputusstruktur organisasi, ketatalaksanaan, sistem pengambilan keputusan, an, 
instrumen manajemen, dan kerangka kerja antar organisasi dalam instrumen manajemen, dan kerangka kerja antar organisasi dalam 
penyelenggaraan bidang perhubungan darat seperti Unit kerja/Instpenyelenggaraan bidang perhubungan darat seperti Unit kerja/Instansi  yang ansi  yang 
mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lalu Lintas dan Angkutamengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan n Jalan 
Daerah bekerjasama dengan Kepolisian, LSM, Praktisi, Swasta dan Daerah bekerjasama dengan Kepolisian, LSM, Praktisi, Swasta dan 
pemangku kepentingan.pemangku kepentingan.
BidangBidang SumberSumber DayaDaya ManusiaManusia;  ;  peranperan PemerintahPemerintah dan dan DaerahDaerah antara antara lainlain
ikutikut sertaserta meningkatkanmeningkatkan dan dan mengembangkanmengembangkan kapasitaskapasitas sumbersumber dayadaya
manusiamanusia berkaitanberkaitan dengandengan kepemimpinankepemimpinan, , manajerialmanajerial, , pendidikanpendidikan, , pelatihanpelatihan, , 
perilakuperilaku, , baikbaik sebagaisebagai penyelenggarapenyelenggara maupunmaupun penggunapengguna jalan jalan yangyang meliputimeliputi
pejabatpejabat dan dan pegawaipegawai daerahdaerah, LSM, , LSM, praktisipraktisi, , swastaswasta, , pemangkupemangku kepentingankepentingan
dan dan masyarakatmasyarakat
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BidangBidang FasilitasiFasilitasi; ; peranperan PemerintahPemerintah dan dan DaerahDaerah antara antara lainlain
meningkatkanmeningkatkan fasilitasfasilitas kepadakepada seluruhseluruh PejabatPejabat dan dan PegawaiPegawai Dinas Dinas 
InstansiInstansi DaerahDaerah, , AparatAparat DaerahDaerah, LSM, , LSM, PraktisiPraktisi, , SwastaSwasta dan dan MasyarakatMasyarakat
sertaserta seluruhseluruh pemangkupemangku kepentingankepentingan terkaitterkait dengandengan pelaksanaanpelaksanaan
pengembanganpengembangan kapasitaskapasitas sistemsistem, , kelembagaankelembagaan dan dan individuindividu melaluimelalui
workshopworkshop, , seminarseminar, , kongreskongres, , lokakaryalokakarya, , pertemuanpertemuan teknisteknis, , pendidikanpendidikan, , 
dan dan pelatihanpelatihan. . 
BidangBidang PerencanaanPerencanaan; ; peranperan PemerintahPemerintah dan dan DaerahDaerah ikutikut sertaserta
menyerasikanmenyerasikan, , mensinkronkanmensinkronkan, , memadukanmemadukan dan dan mensinergikanmensinergikan programprogram
NasionalNasional dengandengan programprogram daerahdaerah yangyang berkaitanberkaitan dengandengan visivisi, , misimisi, , 
strategistrategi, , araharah kebijakankebijakan, , sasaransasaran, , programprogram dan dan kegiatankegiatan yangyang akanakan
dicapaidicapai dalamdalam rangkarangka penangananpenanganan keselamatankeselamatan transportasitransportasi jalan di jalan di 
Indonesia.Indonesia.
BidangBidang KerjasamaKerjasama; ; peranperan PemerintahPemerintah dan dan DaerahDaerah ikutikut mendorongmendorong
kerjasamakerjasama antarantar daerahdaerah dalamdalam urusanurusan pemerintahanpemerintahan bidangbidang
PerhubunganPerhubungan daratdarat dan mitra dan mitra dengandengan berbagaiberbagai BadanBadan usahausaha MilikMilik
Negara Negara yangyang terkaitterkait dengandengan penyelenggaraankhususnyapenyelenggaraankhususnya padapada
keselamatankeselamatan transportasitransportasi jalan,  jalan,  melaluimelalui transfertransfer ((alihalih pengalamanpengalaman) ) 
kepadakepada daerahdaerah lainlain untukuntuk mengembangkanmengembangkan modelmodel dan dan inovasiinovasi kebijakankebijakan
penangananpenanganan keselamatankeselamatan transportasitransportasi jalan;jalan;
BidangBidang PembinaanPembinaan; ; peranperan PemerintahPemerintah dan dan DaerahDaerah memfasilitasimemfasilitasi dalamdalam
merumuskanmerumuskan tata tata laksanalaksana, , supervisisupervisi, , monevmonev, , koordinasikoordinasi,   ,   pengendalianpengendalian, , 
pengawasanpengawasan sertaserta pengembanganpengembangan kelembagaankelembagaan dan SDM dan SDM melaluimelalui
seminarseminar, , workshopworkshop, , pendidikanpendidikan dan dan pelatihanpelatihan, , pejabatpejabat dan dan pegawaipegawai sertaserta
stakeholderstakeholder bidangbidang penangananpenanganan keselamatankeselamatan transportasitransportasi jalan.jalan.
BidangBidang KoordinasiKoordinasi, , peranperan PemerintahPemerintah dan dan DaerahDaerah adalahadalah meningkatkanmeningkatkan
fasilitasifasilitasi dalamdalam rangkarangka koordinasikoordinasi antarantar InstansiInstansi terkaitterkait di di PusatPusat dan dan 
DaerahDaerah khususnyakhususnya di di bidangbidang penangananpenanganan keselamatankeselamatan transportasitransportasi jalanjalan
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DemikianlahDemikianlah
 

beberapabeberapa
 

halhal
 

yangyang
 

saya saya sampaikansampaikan
 

dalamdalam
 mengimplementasikanmengimplementasikan

 
kebijakankebijakan

 
otonomiotonomi

 
daerahdaerah

 
terhadapterhadap

 penyelenggaraanpenyelenggaraan
 

urusanurusan
 

pemerintahanpemerintahan
 

bidangbidang
 perhubunganperhubungan

 
daratdarat

 
khususnyakhususnya

 
bagibagi

 
DaerahDaerah

 
dan dan dalamdalam

 rangkarangka
 

peningkatanpeningkatan
 

kualitaskualitas
 

SDM SDM yangyang
 

diperlukandiperlukan
 

untukuntuk
 penyelenggaraanpenyelenggaraan

 
urusanurusan

 
tersebuttersebut, , akhirnyaakhirnya

 
kepadakepada

 pesertapeserta
 

RapatRapat
 

KoordinasiKoordinasi
 

TeknisTeknis
 

BidangBidang
 

PerhubunganPerhubungan
 DaratDarat

 
SeluruhSeluruh

 
Indonesia Indonesia dengandengan

 
pokokpokok

 
bahasanbahasan

 
““

 ImplementasiImplementasi
 

PeraturanPeraturan
 

PemerintahPemerintah
 

NomorNomor
 

38 38 TahunTahun
 

2007 2007 
tentangtentang

 
PembagianPembagian

 
UrusanUrusan

 
PemerintahanPemerintahan

 
Antara Antara 

PemerintahPemerintah, , PemerintahanPemerintahan
 

DaerahDaerah
 

ProvinsiProvinsi
 

dan dan 
PemerintahanPemerintahan

 
DaerahDaerah

 
KabupatenKabupaten//KotaKota””

 
kamikami

 
ucapkanucapkan

 selamatselamat
 

mengikutimengikuti, , semogasemoga
 

adaada
 

formulasiformulasi
 

kebijakankebijakan
 

dan dan 
tindaktindak

 
lanjutlanjut

 
programprogram

 
yangyang

 
riilriil

 
dan dan dapatdapat

 
dilaksanakandilaksanakan

 secara secara efisienefisien, , efektifefektif, , ekonomisekonomis
 

dan dan akuntabelakuntabel
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